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A. Pendahuluan 

Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 

25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan paradigma 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hubungan 

antara pemerintah pusat dan daerah yang selama ini 

cenderung sentralistis berubah menjadi lebih bersifat 

desentralistis. Dimana sebagian kewenangan 

pemerintahan diserahkan kepada daerah untuk 

mengurusnya. 

Desakan untuk membentuk daerah otonom baru 

pun terus bergulir seiring dengan di berlakukannya 

Undang-undang tersebut. Namun berselang empat tahun, 

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

No. 25 Tahun 1999 mengalami perubahan yang kemudian 

diganti dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pusat dan Daerah. Perubahan ini bukan tanpa 

alasan, banyak alasan yang melatari perubahan tersebut, 

salah satunya yang sering muncul di media masa adalah 

BAROMETER KINERJA 

PEMERINTAH DAERAH  

PASCA PEMEKARAN 
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Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu 

bagian dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung 

pekembangan sebuah daerah. Diakui atau tidak, 

perkembangan suatu daerah dapat diukur dari tingkat 

pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebab 

pertumbuhan ekonomi menunjukan gerak berbagai sektor 

pembangunan dan sebagai sumber penciptaan lapangan 

kerja. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi 

daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah, 

struktur ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar 

penduduknya. Salah satu indikator untuk melihat tingkat 

pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). 

  

KINERJA PEMERINTAH 

DAERAH PADA  

ASPEK PEREKONOMIAN 
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Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa tujuan 

dibentuknya daerah otonom salah satunya adalah 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Otonomi daerah 

diharapkan menghasilkan peningkatan dan pemerataan 

pelayanan terutama pelayanan dasar seperti pelayanan 

pendidikan dan kesehatan. 

 

A. Sektor Pendidikan 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan modal 

dasar manusia untuk pengembangan diri serta 

pencerdasan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945.  Pendidikan dapat diperoleh melalui cara 

formal, informal maupun nonformal (baik lingkungan 

masyarakat, keluarga dan sekolah). Pendidikan mampu 

menciptakan manusia-manusia cerdas, beriman dan 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.Secara 

tegas, Sofian Effendi (2012:104), mengemukakan bahwa, 

pendidikan memainkan peranan yang amat penting 

untuk pembangunan bangsa dan untuk memerangi 

kemiskinan. Begitu penting dan strategisnya peran 

pendidikan, maka tidaklah heran jika semua negara di 

KINERJA PEMERINTAH 

DAERAH PADA  

ASPEK PELAYANAN 

PUBLIK 
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A. Kinerja Keuangan Daerah 

Keuangan daerah merupakan sumber pembiayaan 

bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan 

pembangunan. Minimnya keuangan daerah diyakini 

dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan 

kemajuan daerah. Pembangunan yang dilaksanakan 

tanpa dukungan finansial sangat mustahil akan 

memperoleh hasil yang maksimal. Anggaran merupakan 

faktor penentu keberhasilan pembangunan disegala 

bidang sebagaimana disampaikan oleh Riwu Kaho, 

keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak 

dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan 

daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan 

keuangan ini merupakan salah satu indikator penting 

guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Hal ini 

mudah difahami, karena adalah mustahil bagi daerah-

daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan 

pekerjaannya dengan efisien dan efektif dan dapat 

melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi 

masyarakatnya tanpa tersedianya dana (Josef Riwu Kaho, 

2003:283). 

KINERJA PEMERINTAH 

DAERAH PADA ASPEK 

KEUANGAN DAN 

APARATUR DAERAH 
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